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RINGKASAN

Prosedur Pemungutan, Pembayaran, dan Penyetoran Atas Pajak Reklame di
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso; Eka Maulani Putri,
170903101030; 2020; 60 halaman; Program Studi D-III Perpajakan Jurusan Ilmu

Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitan Jember.

Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk mengatur pendanaannya
sendiri yang digunakan untuk kepentingan suatu daerah. Sama halnya dengan
Kabupaten Bondowoso untuk mendapatkan pendanaan tersebut salah satunya
dengan memaksimalkan pemungutan pada pajak daerah yang dikelola oleh Badan
Pendapatan Daerah. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso memiliki
kewenangan penuh dalam pengelolaan pajak daerah dan memaksimalkan potensi
pajak yang ada di Kabupaten Bondowoso.

Pelaksanaan Praktik Kerja Nyata dilaksanakan pada Badan Pendapatan
Daerah Kabupaten Bondoowoso, pada tanggal 3 Februari 2020 sampai 3 April
2020. Tujuan Praktik Kerja Nyata (PKN) adalah untuk mengetahui dan
memahami Prosedur Pemungutan, Pembayaran, Dan Penyetoran Atas Pajak
Reklame di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso. Kegiatan dalam
Praktik Kerja Nyata ini untuk mempelajari unsur-unsur yang berkaitan dengan
Pajak Rekalme dengan dasar dan ketentuan dari Peraturan Bupati Bondowoso
Nomor 49 Tahun 2015 tentang petunjuk pelaksanaan Pajak Reklame. Penulis
mempelajari tentang tata cara Pemungutan, Pembayaran, dan Penyetoran Pajak
Reklame.

Laporan ini membahas Prosedur Pemungutan, Pembayaran, dan Penyetoran
Atas Pajak Reklame di Badan Pendapatan Kabupaten Bondowoso. Data yang di
peroleh melalui kegiatan Praktik Kerja Nyata (PKN) pada bagian Penetapan dan
Pelayanan. Metode yang digunakan penulis untuk mengumpulkan data dalam
Laporan Tugas Akhir ini dengan cara studi pustaka, wawancara. Dari metode
pengumpulan data tersebut penulis dapat memperoleh diagram alur untuk

Prosedur Pemungutan, Pembayaran dan Penyetoran Pajak reklame serta beberapa
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Peraturan Bupati Kabupaten Bondowoso tentang petunjuk pelaksanaan Pajak
Reklame.

Pajak Reklame merupakan salah satu penerimaan pajak daerah yang
memiliki potensi cukup baik di Kabupaten Bondowoso. Dengan hal ini Pajak
Reklame juga dapat menunjang salah satu dari Penghasilan Asli Daerah
Kabupaten Bondowoso, pemungutan Pajak Reklame oleh petugas Badan
Pendapatan Daerah juga dapat memudahkan wajib pajak untuk melakukan
pembayaran Pajak Reklame yang telah di kenakan dengan melakukan beberapa
validasi oleh petugas yang bertujuan untuk meminimalisir adanya kekeliruan
ketika membayarkan Pajak Reklame sehingga ketika meverifikasi pendataan ke
Input SIMPADA petugas tidak perlu menunggu wajib pajak untuk memverifikasi
kembali data yang sudah diterima dan juga mempermudah untuk penerbitan SKP
Pajak Reklame, dengan hal itu dalam pembayaran Pajak Reklame wajib pajak
hanya perlu datang ke kantor Badan Pendapatan Daerah untuk membayar Pajak
Reklame dengan membawa Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang sudah tertera
nominal Pajak Reklame yang harus di bayarkan. Wajib pajak membayar Pajak
Reklame di bagian kasir di Badan Pendapatan Daerah setelah wajib pajak
membayar kemudian petugas akan meng Input data SKP ke SIMPADA untuk
selanjutnya menerbitkan Surat Tanda Bukti Pembayaran (STBP) untuk bukti yang
diberikan ke wajib pajak sebagai tanda telah membayar Pajak Reklame. Setelah
wajib pajak membayar kemudian petugas akan melakukan rekapitulasi untuk
Pajak Reklame sebelum di setorkan ke Bank yang telah ditunjuk, setelah
melakukan rekapitulasi ke SIMPADA petugas pelayanan akan menerbitkan Surat
Tanda Setor (STS) yang kemudian petugas akan menyetorkan hasil Rekapitulasi
ke Bank Daerah yang telah ditunjuk untuk mendapat Bukti Setor dari Bank.
(Dilakasanakan dengan Surat Tugas Nomor, Diploma III Perpajakan
Jurusan Administrasi , Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas

Jember).
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BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara berkembang. Negara yang memiliki potensi
pemasukan dari banyak sektor, seperti sumber daya alam, devisa negara, ekspor-
impor, dan pajak. Pajak di Indonesia memiliki pemasukan yang besar bagi
Negara. Sebab setiap transakasi, penghasilan, cukai rokok, dan masih banyak lagi
transaksi yang lainnya terkena pajak. Pajak di Indonesia telah ada sebelum masa
kemerdekaan. Pajak telah ada mulai era kerajaan dan masa penjajahan Belanda.
Pada era kerajaan sebelum masa colonial Belanda masih dikenal sebagai upeti
kepada raja yang dipergunakan untuk membangun istana kerajaan dan berguna
untuk membayar penjaga kerajaan agar area dalam kerajaan berlangsung damai.
Pada masa colonial Belanda disini mulai ada perubahan besar tentang tatanan
sistem perpajakan. Dari yang semula hanya upeti, di era colonial belanda
perpajakan di Indonesia memakai sistem perpajakan modern. Sistem pajak yang
dipakai yaitu pajak rumah tinggal dan pajak usaha. Tarif yang digunakan oleh
masa colonial belanda yaitu 4% untuk Warga Negara Asia yang bertempat tinggal
di daerah penjajahannya (Pandiangan, 2016:7).

Pajak adalah iuran wajib bagi warga Negara yang bersifat memaksa dan
yang telah diatur Undang-Undang dan hasil manfaatnya tidak diterima langsung
bagi warga Negara. Pajak sebagai alat pemerintah untuk memakmurkan warga
Indonesia. Kemakmuran yang didapat seperti pembangunan infrastruktur,
pembangunan ekonomi seperti subsidi bahan bakar minyak, biaya kesehatan, dan
biaya pendidikan. Pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1
Ayat 1 tentang Ketentuan Umum Perpajakan adalah, “Pajak merukapakan
kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang
bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan
imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-
besarnya kemakmuran rakyat”.

Sejak berlakunya Otonomi Daerah di Indonesia pada 1 januari 2001,

Pemerintah Daerah bebas megatur dan membuat Peraturan Daerah. Pemerintah
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Daerah juga bebas menentukan pajak-pajak daerah yang bisa diambil dan yang
bisa menunjang pemasukan daerah untuk membangun infrastruktur dan roda
perekonomian daerah, peneyelenggaraan tugas pemerintah. Selain pajak daerah
juga ada retribusi daerah yang menunjang pemasukan dan pengeluaran daerah.
Menurut Undang-Undang 28 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 11 dijelaskan bahwa pajak
daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah
yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarka
Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan
digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat
(Anggoro, 2017:45).

Pajak daerah digolongkan ke dalam dua kelompok, yaitu pajak provinsi
yang terdiri dari pajak kendaraan bermotor, bahan bakar kendaraan bermotor,
rokok, air permukaan, dan bea balik nama kendaraan bermotor, serta pajak
kabupaten/kota terdiri dari pajak hotel, restoran, reklame, penerangan jalan,
hiburan, mineral bukan logam dan batuan, air bawah tanah, parkir, sarang burung
wallet, bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, dan bea perolehan hak atas
tanah dan bangunan (Mardiasmo, 2016:15).

Retribusi Daerah adalah pungutan daerah atas pembayaran jasa atau
pemberian izin yang khusus untuk disediakan atau diberikan pemerintah daerah
untuk masyarakat atau badan di daerah tersebut. Contohnya adalah Retribusi
Pelayanan Kesehatan, Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi Parkir di Tepi Jalan
Umum dan Retribusi Pelayanan Kebersihan.

Pendapatan yang didapatkan dari pajak daerah dan retribusi daerah adalah
Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah adalah sebuah indikator
kemajuan suatu daerah. Maksud dari indikator kemajuan suatu daerah ini adalah
sesuai target dari pemerintah daerah atau masih belum mencapai target dari hasil
realisasi yang dikumpulkan oleh pemerintah daerah. Jika pendapatan asli daerah
masih terlampaui cukup jauh dari target yang dicapai maka ini akan merugikan
daerah tersebut dan daerah akan ketergantungan oleh pemerintah pusat.

Otonomi yang diberikan kepada daerah kabupaten dan kota dilaksanakan

dengan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada pemerintah
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pusat secara proposional. Dalam era otonomi daerah, setiap daerah dituntut untuk
melakukan kegiatan pembangunan secara mandiri dalam arti meminimalisir
tingkat ketergantungannya dalam pembiayaan pembangunan kepada pemerintah
Mardiasmo (2002).

Salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna pelaksanaan fungsi
pemerintah kabupaten, baik rutin maupun pembangunan. Pajak daerah dalam hal
pelaksanaannya yaitu berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan,
serta peran masyarakat dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah.
Pajak Daerah di Kabupaten Bondowoso salah satunya adalah Pajak Reklame.

Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah
benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang
untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau
untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan serta
dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 15 Tahun
2010 bahwa dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, Pemerintah
Kabupaten Bondowoso mempunyai hak dan kewajiaban mengatur dan mengurus
sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkkan efisiensi dan efektifitas
penyelenggaraan pemerintah serta pelayanan kepada masyarakat untuk
mendukung pelayanan pemerintah tersebut diperlakukan sumber-sumber
pembiayaan yang salah satunya adalah pajak daerah. Intansi pemerintah yang
terkait dengan pajak daerah adalah Badan Pendapatan Daerah pajak yang dikelola
oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso yaitu Pajak Daerah
Tingkat II (Kabupaten atau Kota) yang meliputi Pajak Hotel, Pajak Reklame,
Pajak Restoran, Pajak Parkir, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Air
Tanah, Pajak Bumi dan Bangunan Pedasaan dan Perkotaan (PBB P2), Bea
Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Berikut adalah target dan

realisasi penerimaan pendapatan daerah Kabupaten Bondowoso.
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Tabel 1.1 Target dan realisasi penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) Badan
Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso tahun anggaran 2019 sampai
dengan 31 Desember 2019

No. Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp)

1  Pajak Hotel 967.623.197,00 1.084.750.037,00

2 Pajak Restoran 2.578.130.002,00 3.300.916.764,00

3  Pajak Hiburan 47.248.500,00 101.129.000,00

4  Pajak Reklame 1.016.641.597,00 1.016.669.418,00

5 Pajak Penerangan Jalan 13.717.576.344,00 13.772.866.563,00

g Pajak MineralBiXan'T.ogom 10.176.000,00 17.001.360,00
dan Batuan

7  Pajak Parkir 84.401.600,00 192.710.220,00

8 Pajak Air Bawah Tanah 137.061.854,00 186.292.194,00
Pajak Bumi Bangunan Pedesaan

9 dan Perkotaan (PBB P2) 15.690.000.000,00 12.080.160.543,00

1" Bea KBl Hak Atagigndh 4.550.000.000,00  5.134.911.787,21

dan Bangunan

JUMLAH PAJAK

DAERAH 38.798.859.094,00 36.887.407.886,21

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso 2020

Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Pajak Reklame
merupakan salah satu sumber penerimaan asli daerah yang memiliki potensi
cukup besar di Kabupaten Bondowoso. Hal tersebut dikarenakan semakin
berkembangnya teknologi yang dapat lebih mempermudah pemberian informasi
melalui Reklame khususnya di Kabupaten Bondowoso. Berdasarkan Tabel di atas
Pajak Reklame merupakan salah satu penyumbang pemasukan pada Pendapatan

Asli Daerah (PAD) yang tergolong besar yaitu sebesar Rp 1.016.669.418,00.

Tabel 1.2 Target dan realisasi penerimaan pendaptan asli daerah (PAD) yang berasal dari
pajak reklame Kabupaten Bondowoso tahun 2018 s.d tahun 2019

No. Tahun Anggaran (Rp) Realisasi (Rp)

1 2013 215.000.000,00 263.215.081,00
2 2014 202.400.000,00 339.417.305,00
3 2015 316.200.000,00 290.827.354,00
4 2016 535.650.000,00 855.031.797,00
5 2017 961.339.400,00 1.016.641.597,00
6 2018 831.759.236,00 1.001.698.235,00
7 2019 1.016.641.597,00 1.016.669.418,00

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso 2020
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Berdasarkan data di atas. Pajak Reklame di Kabupaten Bondowoso mampu
mempengaruhi pendapatan asli daerah dikarenakan realisasi Pajak Reklame dari
tahun 2013-2019 selalu mencapai target realisasi meskipun pada tahun 2015 tidak
mencapai target yang telah di tentukan. Tidak tercapainya target di tahun 2015
salah satunya adalah kecurangan wajib pajak untuk menunda pembayaran pajak
reklame yang disebabkan adanya kesalahan dan kekurangan pada saat input data.
Sehingga untuk mengurangi hal tersebut terjadi kembali Badan Pendapatan
Daerah Bondowoso melakukan cara pemungutan secara langsung kepada wajib
pajak serta melakukan verifikasi dan validasi untuk memastikan kebenaran dan
kelengkapan data pajak reklame.

Berkembangnya teknologi informasi dan diikuti dengan pembaharuan
sistem perpajakan di Badan Pendapatan Daerah Bondowoso, salah satunya dengan
melakukan penerapan teknologi untuk verifikasi dan validasi data wajib pajak
yang telah dilakukan manual sebelumnya yaitu dengan menggunaka SIMPADA.
Aplikasi tersebut digunakan untuk memudahkan petugas menginput data wajib
pajak yang akan membayar Pajak Reklame dengan penerbitan Surat Ketetapan
Pajak (SKP ), Surat Tanda Bukti Pembayaran (STBP) dan Surat Tanda Setoran
(STS) oleh petugas pelayanan atau Kasir di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten
Bondowoso.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk membahas Pajak Reklame
yang dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso, tempat
penulis melakukan Praktik Kerja Nyata yang ditempatkan pada Bidang Pendataan
dan Pelayanan Pajak Reklame. Penulis memutuskan untuk membahas Pajak
Reklame dengan mengangkat judul Prosedur Pemungutan, Pembayaran, dan
Penyetoran Atas Pajak Reklame di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten

Bondowoso.

1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka rumusan masalah yang
dapat di ambil adalah prosedur pemungutan, pembayaran, dan penyetoran atas

pajak reklame di badan pendapatan daerah Kabupaten Bondowoso?
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1.3 Tujuan Praktik Kerja Nyata
Adapun tujuan dari Praktik Kerja Nyata adalah untuk mengetahui prosedur
pemungutan, pembayaran, dan penyetoran atas pajak reklame di badan

pendapatan Kabupaten Bondowoso.

1.4 Manfaat Praktik Kerja Nyata
a.  Bagi Mahasiswa

1. Melaksanakan praktik kerja yang sesungguhnya, khususnya di bidang
perpajakan.

2. Menambah wawasan penulis khususnya mengenai prosedur
pemungutan, pembayaran, dan penyetoran atas pajak reklame di badan
pendapatan Kabupaten Bondowoso.

b.  Bagi Universitas

1. Menjalin kerjasama yang baik antara pihak Universitas dengan Kantor
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso.

2. Sebagai bahan referensi bagi penulis lain yang akan melakukan Praktik
Kerja Nyata pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso.

c.  Bagi Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso

1. Merupakan sarana untuk menjembatani antara kantor badan pendapatan

daerah Kabupaten Bondowoso dengan Universitas Negri Jember untuk

bekerjasama lebih lanjut yang bersifat akademis maupun organisasi.
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BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Pajak
2.1.1 Definisi pajak

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 1 Pajak adalah
kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang
bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan
imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-
besarnya kemakmuran rakyat. Sedangkan menurut Rochmat Soemitro pajak
adalah iuran rakyat kepda kas Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat
dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung
dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan
Pajak. “Pajak adalah semua jenis pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat,
termasuk bea masuk dan cukai, dan pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah
berdasarkan perundang-undangan yang berlaku”.Pajak adalah prestasi yang di
paksakan sepihak oleh dan terutang kepada pengusaha (menurut norma-norma
yang ditetapkannya secara umum) tanpa adanya kontraprestasi dan semata-mata di

gunakan untuk menutup pengeluaran- pengeluaran (Waluyo, 2011:2).

2.1.2 Fungsi Pajak

Pajak mempunyai fungsi penting dalam kehidupan bernegara, khususnya
dalam pelaksanaa pembangunan dan memajukan perekonomian Negara karena
pajak merupakan sumber pendapatan Negara untuk membiayai semua
pengeluaran termasuk pengeluaran dan pembangunan Negara (Sumarsan, 2017:5).
a.  Fungsi Penerimaan (budgetair)

Pajak berfungsi untuk menghimpun dana dari masyarakat bagi kas Negara,
yang dipergunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Guna
menjalankan tugas-tugas rutin Negara dan melaksakan pembangunan, Negara
membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Pajak

digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja barang, pemeliharaan, belanja
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pegawai dan lain sebagainya. Untuk membiayai pembangunan Negara, uang
dikeluarkan dari tabungan pemerintah ini dari tahun ke tahun wajib ditingkatkan
sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat dan ini
terutama diharapkan dari sektor pajak.
b.  Fungsi mangatur (reglerend)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur pendapatan negara di tengah
masyarakat dan harta dari kekayaan antar para pelaku ekonomi. Fungsi mengatur
ini menjadi tujuan pokok dari sistem pajak, paling tidak agar sistem pepajakan
bisa adil antara warga Negara. Sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu di luar
bidang keuangan, terutama ditujukan kepada sektor perusahaan swasta. Sebagai
contoh dalam menggiring penanaman modal, baik di dalam negeri maupun luar
negeri, diberikan banyak fasilitas keringanan pajak. Dalam rangka melindungi
produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk
produk luar negeri agar para masyarakat dalam negeri lebih semangat untuk

melakukan ekspor barangnya ke luar negeri.

2.1.3 Azas Pengenaan Pajak Terdapat

Terdapat beberapa azas yang dapat dipakai oleh Negara untuk azas yang
digunakan untuk menentukan wewenangnya dalam sistem pengenaan pajak,
khususnya untuk pengenaan pajak penghasilan (Sumarsan, 2017:11).
a.  Azas domisili atau azas kependudukan

Azas ini negara akan mengenakan pajak atas penghasilan yang didapat atau
diperoleh orang pribadi atau badan, jika untuk kepentingan perpajakan, orang
pribadi merupakan masyarakat atau bertempat tinggal di negara itu atau apabila
badan yang bersangkutan berkedudukan di negara itu. Dalam hal ini, tidak
dipersoalkan dari mana asal penghasilan yang akan dikenai oleh pajak itu berasal.
Hal ini menyebabkan bagi negara yang menganut azas ini, dalam sistem
pengenaan pajak terhadap penduduknya akan menggabungkan azas domisili
(kependudukan) dengan konsep pengenaan pajak atas penghasilan yang diperoleh

di negara itu atau penghasilan yang didapatkan dari luar negeri.
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b.  Azas Sumber

Negara yang menganut azas sumber akan mengenakan pajak atas
penghasilan yang diterima atau didapatkan oleh orang pribadi atau badan, apabila
penghasilan yang diterima atau didapatkan oleh orang pribadi atau badan hanya
oleh orang pribadi atau badan yang bersangkutan dari sumber-sumber yang berada
di negara itu. Dalam azas ini, tidak menjadi persoalan mengenai siapa status dari
orang atau badan yang memperoleh penghasilan tersebut. Sebab yang akan
menjadi landasan pengenaan pajak adalah objek pajak yang timbul atau berasal
dari negara itu. Contoh: Tenaga kerja asing bekerja di Indonesia, jadi dari
penghasilan yang dapat di Indonesia akan dikenakan pajak oleh Pemerintah
Indonesia
c.  Azas Kebangsaan atau Azas Kewarganegaraan

Dalam azas ini, yang menjadi ladasan pengenaan pajak adalah status
kewarganegaraan dari orang pribadi atau badan yang mendapat penghasilan akan
dikenakan pajak berasal. Seperti halnya dalam azas domisili, sistem pengenaan
pajak berdasarkan azas nasionalitas dengan konsep pengenaan pajak atas
penghasilan yang diperoleh di negara itu maupun penghasilan yang didapat dari

luar negeri.

2.1.4 Pengelompokan Pajak
1.  Pembagian pajak menurut golongan
a.  Pajak Langsung
Pajak langsung adalah pajak yang tanggungannya tidak dapat
dilimpahkan kepada pihak lain, tetapi harus menjadi tanggungan langsung
oleh wajib pajak yang bersangkutan. Contoh: pajak penghasilan (PPh).
b.  Pajak Tidak Langsung
Pajak tidak langsung adalah pajak yang tanggung jawab dapat
dilimpahkan ke pihak lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
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2.  Pembagian pajak menurut sifat
a.  Pajak Subjektif
Pajak subjektif adalah pajak yang didasari pada subjeknya yang selanjutnya
dicari syarat objektifnya, dengan artian memperhatikan keadaan dari wajib
pajak. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh).
b.  Pajak Objektif
Pajak objektif adalah pajak yang didasari oleh objeknya, tanpa
memperhatikan keadaan dari wajib pajak. Contoh: Pajak Penjualan atas
Barang Mewah (PPnBM).
3.  Pembagian pajak menurut pemungutan
a.  Pajak Pusat
Pajak pusat adalah pajak yang dipungut langsung oleh pemerintah
pusat yang berguna untuk pembiyaan rumah tangga negara. Contoh: Pajak
Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang
Mewah, Pajak Bumi dan Bnagunan.
b.  Pajak Derah
Pajak derah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah yang
berguna untuk membiayai rumah tangga daerah. Contoh: Pajak Reklame,

Pajak Hiburan, dan lain-lain (Sumarsan, 2017:12).

2.1.5 Pengertian Hukum Pajak

Hukum Pajak ialah himpunan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan
antara pemerintah dan wajib-wajib pajak dan antara lain mengatur siapa dalam hal
apa dikenakan pajak (Objek Pajak), timbulnya kewajiban pajak, cara
pemungutannya, cara penagihannya dan sebagainya. Sebagai hukum, peraturan-
peraturan perpajakan pada intinya bagi wajib pajak memuat kewajiban, hak dan
sanksi administratif maupuun sanksi pidana sehubungan dengan pelanggaran atas
ketentuan-ketentuannya.

Hukum Pajak merupakan bagian dari Hukum Publik, khususnya termasuk

lingkungan Hukum Administrasi Negara. Hukum Pajak tidak terlepas dari bagian-
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bagian Hukum lainnya, namun mempunyai hubungan erat dengan Hukum

Administrasi Negara, Hukum Perdata dan Hukum Pidana (Kansil, 1989:326).

2.1.6 Kedudukan Hukum Pajak
1.  Hubungan Hukum Pajak dengan Hukum Publik

Kedudukan hukum pajak merupakan bagian dari Hukum Publik. Hukum
Publik merupakan suatu bagian dari tata tertib hukum yang mengatur hubungan
antara pemerintah dengan warganya, yang memuat cara-cara untuk mengatur
pemerintahan. Dalam mempelajari bidang hukum, hal ini mempunyai sifat umum
atau biasa di sebut Lex Specialis Derogate Lex Generalis, berarti ketentuan yang
bersifat umum dalam hal ini peraturan khusus adalah Hukum Pajak sedangkan
peraturan umum adalah Hukum Publik lain yang sudah ada sebelumnya (Pohan,
2014:28).
2. Hubungan Hukum Pajak dengan Hukum Perdata

Hukum Perdata merupakan suatu bagian dari keseluruhan hukum yang
mengatur hubungan antara orang-orang pribadi. Hukum pajak selalu ada sangkut
pautnya dengan hukum perdata. Kebanyakan dari hukum pajak mencari dasar
kemungkinan pemungutan atas kejadian-kejadian, dan perbuatan-perbuatan
hukum yang bergerak dalam lingkungan perdata, seperti pendapatan, kekayaan,
perjanjian penyerahan, pemindahan hak karena warisan, dan sebagainya.
3.  Hubungan Hukum Pajak dengan Hukum Pidana

Hukum pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
(KUHP) dan terdapat di luarnya yaitu dalam ketentuan Undang-Undang khusus
untuk diadakannya peraturan-peraturan dalam semua hal yang akan terjadi di
lapangan, merupakan suatu keseluruhan yang sistematis, karena ketentuan-
ketentuan dalam Buku I dari KUHP. Adanya penyimpangan hak dari peraturan-
peraturan yang tercantum dalam KUHP di Indonesia telah diperoleh pembuat
ordonansi semenjak 16 Mei 1927, dan KUHP di Indonesia telah diperoleh
pembuat ordonasi semenjak 16 Mei 1927, dan menjadi kesempatan
dipergunakannya karena kenyataan, bahwa peraturan-peraturan administratif pun

sangat memerlukan sanksi-sankinya yang menjamin ditaatinya oleh khalayak
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ramai. Juga dalam peraturan-peraturan pajak terdapat sanksi-sanksi yang bersifat

khusus (Santoso, 1995:22-23).

2.1.7 Sistem Pemungutan Pajak

Ada 3 sistem pemungutan pajak (Pohan 2014:33).

a.  Selft Assesment System (Sistem Menghitung Pajak Sendiri)

Merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang,
kepercayaan dan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk melaksanakan sendiri
kewajiban dan hak perpajakannya. Penerapan dari sistem ini yaitu kegiatan
pemungutan pajak diserahkan pada tanggung jawab masyarakat wajib pajak, di
mana wajib pajak diberi kepercayaan untuk:

1.  Menghitung sendiri pajak terutang;

2. Memotong atau memungut sendiri pajak yang  harus

dipotong/dipungut;

3. Membayar sendiri jumlah pajak yang harus dibayar;

4.  Melaporkan sendiri jumlah pajak yan terutang.

Tata cara ini akan berhasil dengan baik, bila masyarakat memiliki
keasadaran, pengetahuan dan disiplin pajak yang tinggi. Dalam melaksanakan
kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar.

Ciri-ciri Selft Assesment System:

1.  Wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang diberikan pada pihak
wajib pajak. Fiskus hanya bertugas mengawasi dan tidak boleh ikut campur;

2. Wajib pajak bersifat aktif dalam menghitung, memotong/memungut, dan
melaporkan sendiri pajak yang terutang;

3. Surat Ketetapan Pajak hanya dikeluarkan sebagai produk hukum dari hasil

pemeriksaan pajak oleh fiskus.

b.  Official Assestment System (Pemunguntan dengan Sistem Ketetapan)
Suatu sistem pemungutan pajak, yang memberikan wewenang kepada fiskus
untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. Dalam pemunguan dengan

system ketetapan ini fiskus harus inisiatif dan aktif dalam menghitung pajak,
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sebab penghitungan sepenuhnya ada pada aparatur perpajakan baik kualitas
maupun kuantitas yang telah memenuhi kebutuhan.
Ciri-ciri official assestment system:
1.  Wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang diberikan pada pihak
fiskus;
2. Wajib pajak bersifat pasif dalam menghitung pajak yang terutang;
3.  Utang pajak timbul setelah diterbitkan Surat Ketetapan Pajak oleh fiskus.

c.  Withholding system

Merupakan sistem pemungutan pajak, yang memberikan wewenang kepada
pihak tertentu atau pihak ketiga (withholder).Untuk memotong atau memungut
pajak yang terutang berdasarkan persentase tertentu terhadap jumlah pembayaran
yang dilakukan dengan penerima penghasilan.

Ciri-ciri Withholding System:

1. Wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang dari
pemotong/pemungutan pajak ada pada pihak pemotong atau pihak
pemungut (withholder);

2. Wajib pajak pemungut/pemotong (withholder) bersifat aktif dalam
menghitung, memotong/memungut, menyetor dan melaporkan sendiri
pajak yang dipotong atau dipungutnya;

3. Utang pajak timbul setelah ada pemotongan atau pemungutan pajak dan
diterbitkan Bukti Potongan dan Pemungutan Pajak oleh pihak pemotong
atau pihak pemungut pajak (withholder).

Ada 3 sistem pemungutan pajak (Mardiasmo 2016:9).

1. Official Assesment System

Merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada
pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib
Pajak Orang Pribadi atau Badan. Dengan beberapa ciri-ciri sebagai berikut:
a.  Wewenang untuk menetukan besarnya pajak yang terutang ada pada fiskus;
b.  Wajib pajak bersifat pasif;

c.  Utang pajak timbul setelah dikeluarkan Surat Ketetapan Pajak oleh fiskus;
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2. Self Assesment System
Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak
untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang dan tidak ada campur
tangan dari fiskus.
Ciri-cirinya adalah sebagai berikut:
a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh wajib pajak
sendiri;
b.  Wajib pajak aktif, dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak
yang terutang;

c.  Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

3. Withholding System

Sistem pemugutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga.
Maksudnya yaitu bukan dari fiskus dan wajib pajak yang bersangkutan, untuk
memotong atau memungut pajak terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya adalah
Wewenang memotong atau memungut pajak yang terutang pada pihak ketiga,

yaitu pihak selain fiskus dan wajib pajak.

2.1.8 Hambatan Pemungutan Pajak
Mardiasmo  (2016:10) menyimpulkan bahwa pemungut pajak
dikelompokkan menjadi 2, yaitu.
1.  Perlawanan Pasif
Masyarakat tidak mau (pasif) membayar pajak, yang dapat disebabkan
antara lain.
a.  Perkembangan pengetahuan tentang perpajakan dan disiplin tentang sadar
pajak yang masih kurang di masyarakat.
b.  Sistem perpajakan yang sulit dipahami masyarakat.
c.  Sistem pengawasan yang (mungkin) masih tidak dapat dilakukan atau

dilaksanakan dengan baik.
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2. Perlawanan Aktif
Perlawanan aktif meliputi usaha dan perbuatan yang dilakukan oleh wajib
pajak yang disengaja dengan tujuan untuk menghindari pajak. Bentuknya antara
lain.
a. Tax avoidance, yaitu usaha meringankan beban pajak dengan tidak
melanggar Undang-Undang.
b.  Tax evasion, yaitu usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar

Undang-Undang seperti menggelapakan pajak.

2.1.9 Syarat Pemungutan Pajak

Sumarsan (2017:7) menyimpulkan bahwa syarat pemungutan pajak ada 4,
yaitu.
1.  Pemungutan Pajak Harus Adil

Pajak juga seperti produk hukum, dikarenkan pajak mempunyai tujuan
untuk menciptakan keadilan dari segi pemungutan pajak. Adil dalam peraturan
perundang-undangan dan adil dalam pelaksanaannya.
2. Pemungutan Pajak Tidak Menganggap

Pemungutan pajak tidak boleh sampai menggangu roda perekonomian dari
kondisi perdagangan, kegiatan produksi, ataupun jasa. Pemungutan pajak juga
tidak boleh sampai menghambat lajunya usaha masyarakat kecil dan menengah.
3. Pemungutan Pajak Harus Efisien

Biaya yang dikeluarkan untuk pemungutan pajak harus lebih rendah dari
pajak yang dibayar oleh wajib pajak, agar pajak yang diterima bisa lebih tinggi
dari pada biaya pemungutan pajak. Maka dari itu pemungutan pajak harus lebih
mudah dan sederhana agar biaya pemungutan pajak bisa lebih rendah dan pada
akhirnya pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak bisa lebih optimal, dan wajib
pajak bisa lebih mudah untuk membayar pajak karena sistem pemungutan pajak
yang sederhana dan mudah dipahami oleh wajib pajak.
4.  Sistem Pemungutan Pajak Harus Sederhana

Sistem yang sederhana akan membuat wajib pajak lebih termudahkan dalam

membayar pajak. Sebab, banyak masyarakat yang mengeluh dan akan terjadi
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penghindaran pajak dikarenakn oleh sistem pemungutan pajak yang terlalu rumit
dipahami oleh wajib pajak. Oleh karena itu sistem pemungutan pajak harus

sederhana dan mudah dipahami oleh wajib pajak.

2.2 Pajak Daerah
2.2.1 Dasar Hukum

Dasar Hukum pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah diatur
pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber
pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan Pemerintahan
Daerah. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Undang-Undang Nomor 28 Tahun
2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Derah mencabut dan tidak
memberlakukan lagi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun
1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

2.2.2 Pajak Daerah
Mardiasmo (2018:14) ada beberapa istilah yang sering berkaitan dengan

pajak daerah, yaitu.

1.  Daerah Otonom
Daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-
batas wilayah yang mempunyai wewenang untuk mengatur dan mengurus
urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat di daerah tersebut yang
didasari oleh aspirasi masyarakat dalam sistem Nergara Kesatuan Reprublik
Indonesia.

2. Pajak Daerah
Pajak daerah adalah kontribsi wajib kepada daerah yang terutang, oleh
orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa dan telah diatur Undang-
Uundang, tanpa mendapatkan imbalan secara langsung, yang akan berguna

untuk kepentingan dan kemakmuran daerah.
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3. Badan
Badan adalah sekumpulan dari beberapa individu dan atau modal yang
merupakan kesatuan, baik melakukan usaha atau yang tidak melakukan
usaha, yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Badan
Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
dengan nama dalam bentuk apa saja, contohnya firma, kongsi, dana pensiun,
yayasan, organisasi masa, kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
4.  Subjek Pajak
Subjek pajak yaitu orang pribadi atau badan yang dikenakan pajak.
5.  Wajib Pajak
Wajib pajak yaitu orang pribadi atau badan, meliputi membayar, memotong,
dan memungut pajak dan mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai

dengan ketentuan perundang-undangan pajak derah.

2.2.3 Jenis-Jenis Pajak Daerah
Pajak daerah dibagi menjadi 2 bagian, yaitu.
a.  Pajak Daerah Tingkat I (Provinsi):
1.  Pajak Kendaraan Bermotor (PKB);
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
3.  Pajak Air Permukaan;
4.  Pajak Rokok.
b.  Pajak Daerah Tingkat II (Kabupaten/Kota):
Pajak Hotel;
Pajak Restoran;
Pajak Hiburan;
Pajak Reklame;
Pajak Penerangan Jalan (PPJ);
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
Pajak Parkir;
Pajak Air Tanah;

© ° N o Uk W N

Pajak Sarang Burung Walet;


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

18

10. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PPB P2);
11. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

2.2.4 Tarif Pajak Daerah

Tarif untuk setiap pajak daerah adalah sebagai berikut.

Tarif Pajak Kendaraan Bermotor Pribadi ditetapkan sebagai berikut:

a. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor pertama paling rendah sebesar
1% (satu persen) dan tarif paling tinggi yaitu 2% (dua persen);

b. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya, tarif
dapat ditetapkan secara progresif yaitu tarif paling rendah 2% (dua
persen) dan tarif paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).

Tarif Kendaraan Bermotor Angkutan Umum, Ambulans, Pemadam

Kebakaran, Sosial Keagamaan, Lembaga Sosial Dan Keagamaan,

Pemerintah/TNI/POLRI, Pemerintah Daerah, dan kendaraan lain yang telah

ditetapkan dengan peraturan daerah ditetapkan tarifnya paling rendah yaitu

0.5% (nol koma lima persen) dan tarif paling tinggi yaitu 1% (satu persen).

Tarif Pajak Kendaraan Bermotor Alat-Alat Besar ditetapkan tarifnya paling

rendah sebesar 0,1% (nol koma satu persen) dan tarif paling tinggi sebesar

0,2% (nol koma dua persen).

Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ditetapkan paling tingggi

masing-masing sebagai berikut.

a. Penyerahaan pertama sebesar 20% (dua puluh persen).

b. Penyerahan kedua dan seterusnya yaitu 1% (satu persen).

Khusus untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar yang

digunakan jalan umum, tarif pajak ditetapkan paling tinggi masing-masing

sebagai berikut:

a. Penyerahan pertama tarifnya sebesar 0,75% (nol koma tujuh lima
persen);

b. Penyerahan kedua dan seterusnya tarifnya sebesar 0.075% (nol koma

nol tujuh lima persen).
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6.  Tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor ditetapkan paling tinggi
sebesar 10% (sepuluh persen). Khusus tarif pajak bahan bakar kendaraan
bermotor untuk bahan bakar kendaraan umum dapat ditetapkan paling
sedikit 50% (lima puluh persen) lebih rendah dari tarif pajak bahan bakar
kendaraan bermotor untuk kendaraan pribadi.

7.  Tarif Pajak Air Permukaan ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh
persen).

8.  Tarif Pajak Rokok ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen)
dari cukai rokok.

9.  Tarif Pajak Hotel ditetapkan paling besar 10% (sepuluh persen).

10. Tarif Pajak Restoran ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).

11. Tarif Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).

12. Tarif Pajak Reklame ditetapkan paling tinggi 35% (tiga puluh lima persen).

13. Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh
persen).

14. Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan paling tinggi
sebesar 30% (tiga puluh persen).

15. Tarif Pajak Parkir ditetapkan paling tinggi 30% (tiga puluh persen).

16. Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan paling tinggi sebesar 20% (dua puluh
persen).

17. Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan paling tinggi sebesar 10%
(sepuluh persen).

18. Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan ditetapkan paling
tinggi 0.3% (nol koma tiga persen).

19. Tarif Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan ditetapkan paling tinggi
sebesar 5% (lima persen).

Tarif pajak tersebut telah diatur pada Undang-Undang No.28 Tahun 2009
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
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2.3 Retribusi Daerah
2.3.1 Pengertian Retribusi Daerah

Retribusi Daerah adalah pungutan oleh pemerintah terhadap individu yang
telah menggunakan jasa yang telah disediakan oleh pemerintah dengan adanya
kontra prestasi secara langsung diterima oleh masyarakat yang telah

menggunakan jasa tersebut (Anggoro, 2017:248).

2.3.2 Berdasarkan Sifat

Anggoro (2017:240) menyimpulkan bahwa Retribusi Daerah mempunyai 2
sifat, yaitu.
1.  Sifat pemungutan

Dari segi sifat pemungutannya hanya berlaku untuk orang-orang tertentu
yaitu individu yang telah menikmati jasa pemerintah yang bisa ditunjuk, yang
merupakan hasil timbal balik atas jasa atau barang yang telah disediakan dari
pemerintah daerah tersebut.
2. Sifat paksaan

Dari segi sifat paksaannya yang dimaksud adalah retribusi daerah bersifat
ekonomis dan pada akhirnya hasil retribusi daerah tersebut diserahkan kepada

pihak yang bersangkutan guna membayar atau tidak membayar.

2.3.3 Objek Retribusi Daerah

Yang menjadi objek Retribusi Daerah adalah sebagai berikut.
a.  Retribusi Jasa Umum

Retribusi Jasa Umum adalah retribusi yang disediakan oleh pemerintah
daerah yang berguna untuk kepentingan, manfaat, dan bisa dinikmati bagi orang
pribadi atau badan. Jenis-jenis retribusi jasa umum adalah:

1. retribusi pelayanan kesehatan;

2. retribusi pelayanan persampahan/kebersihan;

3. retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan

sipil;

4. retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat;


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

21

retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum;
retribusi pelayanan pasar;
retribusi pengujian kendaraan bermotor;

retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran;

© o N o

retribusi penggantian biaya cetak peta;
10. retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus;
11. retribusi pengolahan limbah cair;
12. retribusi pelayanan tera/tera ulang;
13. retribusi pelayanan pendidikan;
14. retribusi pengendalian menara telekomunikasi.
b.  Retribusi Jasa Usaha
Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah
daerah yang menganut prinsip komersial, meliputi.
1. Pelayanan dengan menggunakan dan/atau memanfaatkan kekayaan
daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal.
2. Pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang belum disediakan secara
memadai oleh pihak swasta.
Macam-macam Retribusi Jasa Usaha yaitu.
retribusi pemakaian kekayaan daerah;
retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan;
retribusi tempat pelelangan;
retribusi terminal;
retribusi tempat khusus parkir;
retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa;
retribusi rumah potong hewan;

retribusi pelayanan kepelabuhan;

O 0 N T gl

retribusi tempat rekreasi dan olahraga

o
e

retribusi penyebrangan air;

—_
—

retribusi penjualan produksi usaha daerah.
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c.  Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh
pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan yang ditujukan untuk
pengaturan dan pengawasan atas kegiaan pemanfaatan ruang. Penggunaan sumber
daya alam, barang, prasarana, saran dan fasilitas tertentu yang berguna untuk
melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Fungsi
perizinan dimaksudkan untuk mengadakan pembinaan, pengaturan, pengawasan
dan pengendalian, maka pada dasarnya pemberian izin oleh pemerintah daerah
tidak harus dipungut retribusi. Akan tetapi, untuk melaksanakan fungsi ini,
pemerintah daerah mungkin masih mengalami kekurangan dana yang tidak selalu
dapat dicukupi dari sumber-sumber penerimaan daerah, sehingga terhadap
perizinan tertentu masih dipungut retribusi. Perizinan tertentu yang dapat dipungut
retribusi, antara lain:
1.  retribusi izin mendirikan bangunan;
2 retribusi izin tempat penjualan minuman berakohol;
3 retribusi izin gangguan;
4.  retribusi izin trayek;
5

retribusi izin usaha perikanan.

2.3.4 Subyek Retribusi Daerah
Subyek Retribusi Daerah adalah sebagai berikut:

1.  retribusi jasa umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan
dan/atau menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan;

2. retribusi jasa usaha adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan
dan/atau menikmati pelayanan jasa yang telah digunakan;

3. retribusi perizinan tertentu adalah orang pribadi atau badan yang

memperoleh izin tertentu dari pemerintah daerah.

2.4 Perbedaan Pajak dengan Retribusi
Anggoro (2017:241) menyatakan bahwa ada beberapa perbedaan pajak

dengan retribusi, yaitu.
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1.  Dari Segi Keputusan

Dari segi keputusan pajak mempunyai keputusan dari UndangUundang
Pemerintah Pusat. Bila retribusi mempunyai keputusan dari pemerintah daerah.
2. Dari Segi Ketetapan

Dari segi ketetapan pajak diatur oleh Undang-Undang. Bila retribusi diatur
dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
3.  Dari Segi Pihak Pemungut

Dari segi pihak pemungut pajak dipungut oleh pemerintah pusat. Bila
retribusi dipungut oleh pemerintah daerah.
4.  Dari Segi Sifat Pemungut

Dari segi sifat pemungut pajak memiliki sifat wajib yang dapat dipaksakan.
Bila retribusi memiliki sifat yang tidak wajib.
5. Dari Segi Imbalan/Jasa

Dari Segi Imbalan/Jasa pajak memiliki sifat yang tidak mendapat
imbalan/jasa secara langsung. Retribusi kita bisa mendapat imbalan jasa secara
langsung.
6.  Dari Segi Sumber Pendapatan

Dari segi sumber pendapatan pajak merupakan sumber pendapatan

pemerintah pusat. Bila retribusi merupakan sumber pendaptan pemerintah daerah

2.5 Pajak Reklame
2.5.1 Pengertian Pajak Reklame

Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah
benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang
untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau
untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang. atau badan yang
dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.

Sebagaimana telah diatur pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.
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2.5.2 Subjek Pajak Reklame
Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Bondowoso Nomor 1B Tahun
2011 yaitu subjek pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang

menggunakan reklame.

2.5.3 Objek Pajak Reklame

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Bondowoso Nomor 1B Tahun
2011 yaitu objek pajak reklame adalah semua penyelenggaraan reklame. Contoh :
reklame papan/billboard/videotron/megatron dan sejenisnya; reklame Kkain;
reklame stiker; reklame selebaran; reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
reklame udara; reklame apung; reklame suara; reklame film/slide; reklame

peragaan; media reklame insidentil.

2.5.4 Jenis-Jenis Pajak Reklame

Jenis-Jenis Pajak Reklame menurut Peraturan Daerah Kabupaten
Bondowoso Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah Tentang Petunjuk
Pelaksanaan Pajak Reklame, sebagai beriku:
1.  Reklame Insidentil

Reklame Insidentil adalah reklame yang jangka waktu pemasangannya
menggunakan perhitungan harian/mingguan/bulan.
2. Reklame Megatron

Reklame Megarton adalah reklame yang bersifat tetap (tidak dapat
dipindahkan) menggunakan layar monitor maupun tidak, berupa gambar dan/atau
tulisan yang dapat berubah-ubah, terprogram dan meggunakan tenaga listrik,
termasuk didalamnya Videotron dan Eleketronic Display.
3. Reklame Papan/Shop Sign/Blilbord

Reklame Papan/Shop Sign/Blilbord adalah reklame yang bersifat tetap
(tidak dapat dipindahkan) terbuat dari papan, kayu, seng, triplate, collibrite, vynil,
aluminium, fiberglas, kaca, batu, tembok, atau beton, logam atau bahan lain yang
sejenis dipasang pada bangunan tembok, dinding, pagar, tiang dan sebagainya

baik bersinar, disinari maupun yang tidak bersinar.
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4.  Reklame Baliho

Reklame Baliho adalah reklame yang terbuat dari papan kayu atau bahan
lain dan dipasang pada kontruksi yang tidak permanen dan tujuan materinya
mempromosikan suatu event atau kegiatan yang bersifat insidentil.
5.  Reklame Kain

Reklame Kain adalah reklame yang tujuan materinya jangka pendek atau
mempromosikan suatu event atau kegiatan yang bersifat insidentil dengan
menggunakan bahan kain, termasuk plastik atau bahan lain yang sejenis.
Termasuk didalamnya adalah spanduk, umbul-umbul, bendera, plag chain
(rangkaian bendera), tenda, krey, banner, giant banner dan standing banner.
6. Reklame Melekat atau Stiker

Reklame Melekat atau Stiker adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas
diselenggarakan dengan cara ditempelkan, dilekatkan, dipasang atau digantung
pada suatu benda.
7. Reklame Selebaran

Reklame Selebaran adalah reklame berbentuk lembaran lepas,
diselenggarakan dengan cara disebarkan, diberikan atau dapat diminta dengan
ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantung pada suatu
benda lain, termasuk didalamnya adalah brosur, Ieafleat dan reklame dalam
undangan.
8.  Reklame Berjalan

Reklame Berjalan adalah reklame yang ditempatkan (dipasang) pada
kendaraan atau benda yang dapat bergerak, yang diselenggarakan dengan
menggunakan kendaraan atau dengan cara dibawa/didorong/ditarik oleh orang.
Termasuk didalamnya reklame pada gerobak/rombong, kendaraan baik bermotor
ataupun tidak.
9.  Reklame Udara

Reklame Udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan
menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari

atau oleh perantaraan alat.
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10. Reklame Film/Slide

Reklame Film/Slide adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara
menggunakan klise (celluloide) berupa kaca atau film, ataupun bahan-bahan lain
yang sejenis, sebagai alat untuk diproyeksikan dan/atau dipancarkan.
11. Reklame Suara

Reklame Suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan
kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh
perantaraan alat.
12.  Reklame Peragaan

Reklame Peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara

memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.

2.5.5 Objek Pengecualian Reklame
Objek Pengecualian Reklame yang dimaksud sebagai berikut:

1. Reklame yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat atau pemerintah
daerah;

2. Penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta bulanan,
dan sejenisnya;

3.  Label/merek produk yang melekan pada barang yang diperdagangkan, yang
berfungsi untuk membedakan dari produk sejenisnya;

4.  Nama pengenal usaha atau perofesi yang dipasang melekat pada bangunan
tempat usaha atau profesi diselenggarakan dengan ketentuan yang mengatur
nama pengenal usaha atau profesi tersebut luasnya tidak lebih 1 m?2 (satu
meter persegi) dengan ketinggian maksimum 15 meter dan jumlah reklame
tidak lebih dari 1 buah;

5.  Penyelenggaraan reklame semata-mata memuat nama tempat ibadah dan
panti asuhan;

6. Penyelenggaraan reklame yang semata-mata mengenai pemilikan dan/atau
peruntukan tanah, dengan ketentuan luasnya tidak lebih dari 1 m? (satu
meter persegi) dan diselenggarakan di atas tanah tersebut kecuali reklame

produk;
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7.  Reklame yang diselenggarakan oleh perwakilan diplomatik, perwakilan
PBB, badan dan lembaga khususnya badan atau lembaga organisasi
internasional pada lokasi kantor badan yang dimaksud.

Ada pula beberapa penjelasan yang dimaksud dalam Perda Tentang
Petunjuk Pelaksanaan Pajak Reklame Dalam Peraturan Daerah Kabupaten
Bondowoso Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian,
warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;

2. Label/mark produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang
berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;

3. Nama pengenal usaha tau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan
yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut;

4. Reklame yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah

termasuk reklame yang diselenggarakan pemerintah provinsi.

2.5.6 Tarif Pajak dan Cara Perhitungan Pajak Reklame
Menurut Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 1B Tahun 2011 Tentang

Pajak Daerah tarif pajak sebagaimana dimaksud sebesar 25% (dua puluh lima
persen). Dengan Penetapan Nilai Pajak Reklame dibulatkan ke atas menjadi
kelipatan Rp 50,- (lima puluh rupiah). Cara perhitungan Nilai Sewa Reklame
berdasarkan Biaya Pemasangan, Lama Pemasangan, Nilai Strategis dan Jenis
Reklame. Besarnya Nilai Sewa Reklame Tetap dihitung berdasarkan Nilai Sewa
Per Satuan (NPS), Luas Reklame (L), Sisi Reklame (S), dan Jenis Produk. Berikut
beberapa rumus untuk ketetapan Pajak Rekame:

1. Untuk Reklame Tetap yang mempunyai 1 (satu) sisi dengan jenis Produk

selain rokok, pokok Ketetapan Pajak dihitung dengan Rumus:

PKP=NPSx L

2. Untuk Reklame tetap yang mempunyai sisi lebih dari 1 (satu) besarnya

Pokok Ketetapan Pajak dihitung dengan Rumus:

PKP=NPSxLxS
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3. Besarnya Pokok Ketetapan Pajak Reklame untuk produk rokok di tambah

25% (dua puluh lima persen) yang di hitung dengan rumus:

PKP=NPSxLxS+ (NPSx LxS)x25%

4. Besarnya Pokok Ketetapan Pajak Reklame Tetap untuk kegiatan sosial,
sosial keagamaan dan pendidikan dapat diberikan keringanan sebesar 50%
(lima puluh persen).
5. Besarnya Pokok Ketetapan Pajak Reklame Insidentil dihitung berdasarkan
Nilai Pajak Persatuan (NPS) dan Jumlah Satuan (JS) dengan rumus:
Keterangan:
NPS = Nilai Sewa Per Tahun J = Jenis Produk
L = Luas Reklame JS

Jumlah Satuan
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BAB 3. METODE PELAKSANAAN KEGIATAN

3.1 Deskripsi Pelaksanaan Kegiatan
3.1.1 Lokasi Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan berdasarkan Praktik Kerja Nyata dilaksanakan di
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso yang terletak di Jl. Khairil
Anwar Bondowoso, 68213.
3.1.2 Waktu Pelaksanaan Kegiatan

Jangka Waktu Pelaksanaan Kegiatan pada Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Bondowoso Selama 60 hari kerja, terhitung sejak tanggal 3 februari

2020 sampai 3 April 2020

Tabel 3.1 Hari dan Jam Kerja Praktik Kerja Nyata

HARI JAM
Senin s/d Kamis 07.30-15.45 WIB
Jum’at 06.30-11.00 WIB
Sabtu dan Minggu Libur
Sumber: Hari dan Jam kerja Praktik Kerja Nyata di Badan Pendapatan Daerah
Bondowoso 2020

3.1.3 Ruang Lingkung Pelaksanaan Kegiatan Praktik Kerja Nyata
3.2.1 Ruang Lingkup Pelaksanaan Kegiatan

Pada pelaksanaan kegiatan penulis di tempatkan pada Bidang 1 yaitu
Bidang yang melayani pelayanan administrasi dan pendataan Pajak Reklame.
Bidang ini yaitu melayani administrasi dan pendataan wajib pajak yang akan

membayar dan melaporkan tentang pajak reklame.

3.2.2 Pelaksanaan Kegiatan
Adapun kegiatan pelaksanaan Praktik Kerja Nyata (PKN) di Badan

Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso adalah sebagai berikut:
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Tabel 3.2 Rincian kegiatan Praktik Kerja Nyata

Uraian Hasil
No Tanggal Tempat Kegiatan Kegiatan
Badan Perkenalan kantor ml\gsh:f;mat;lﬁgi
. Pendapatan dan karyawan 8 &
3 Februari kantor dan karyawan
1 Daerah Badan Pendapatan
2020 Badan Pendapatan
Kabupaten =~ Daerah Kabupaten
Daerah Kabupaten
Bondowoso Bondowoso
Bondowoso
Badan Pendataan Mahasisyv a daPat
. Pendapatan PBB P2 dan mengetahui bagaimana
’ 4 Februari Daerah BPLUTRB tata cara dan ketentuan
2020 KL cen sebelum melakukan
Bond (E)woso pembayaran PBB P2
dan BPHTB
Badan Pendataan Mahasis.w a daPat
. Pendapatan PBB P2 dan e a2 caimalig
3 5 Februari Daerah BPHTR tata cara dan ketentuan
2020 - sebelum melakukan
Bond (E) 1 pembayaran PBB P2
W dan BPHTB
Per]?;;ia;tan Validasi Mahasiswa dapat
4 6 Februari Dae?ah BPHTB mengetahui bagaimana
2020 Rabaten cara memvalidasi
Bondowoso a0
Per]?iljaarian Validasi Mahasiswa dapat
5 7 Februari Daefah BPHTB mengetahui bagaimana
2020 e cara memvalidasi
Bondowoso BPHTL
Per]?i(lja;an Verifikasi Mahasiswa dapat
6 10 Februari Dae?ah BPHTB mengetahui bagaimana
2020 Kabupaten cara memverifikasi
Bondowoso EPHTE
Pel?;sa;an Verifikasi Mahasiswa dapat
7 11 Februari Daelr)ah BPHTB mengetahui bagaimana
2020 Kabupaten cara memverifikasi
Bondowoso BPHTB
Badan .
12 Februari  Pendapatan Mencetak SPT Maha51§wa dapat.
8 2020 Daerah PBB mengerti alur dari

Kabupaten

percetakan STP PBB
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Bondowoso
Badan
13 Februari Pendapatan Mencetak SPT Mahasis.wa dapat.
9 2020 Daerah PBB mengerti alur dari
Kabupaten percetakan STP PBB
Bondowoso
Badan
14 Februari Pendapgggh Mencetak SPT Mahasis.wa dapat.
10 2020 Daerah PBB mengerti alur dari
Kabupaten percetakan STP PBB
Bondowoso
Badan
. Pendapatan Pengecekan Mahasiswa dapat
11 o lzglzguarl Daerah kembali data mengetahui ketelitian
Kabupaten Validasi BPHTB  dalam Validasi BPHTB
Bondowoso
Badan
. Pendapatan Pengecekan Mahasiswa dapat
12 g lgggguarl Daerah kembali data mengetahui ketelitian
Kabupaten Validasi BPHTB  dalam Validasi BPHTB
Bondowoso
Badan
. Pendapatan Pengecekan Mahasiswa dapat
13 = lgggguarl Daerah kembali data mengetahui ketelitian
Kabupaten Validasi BPHTB  dalam Validasi BPHTB
Bondowoso
Badan
. Pendapatan Pengecekan Mahasiswa dapat
14 20 I;Slzguarl Daerah kembali data mengetahui ketelitian
Kabupaten Validasi BPHTB  dalam Validasi BPHTB
Bondowoso
Badan
. Pendapatan Pengecekan Mahasiswa dapat
15 A I;Slzguarl Daerah kembali data mengetahui ketelitian
Kabupaten Validasi BPHTB  dalam Validasi BPHTB
Bondowoso
Badan Mahasiswa dapat
. Pendapatan . mengetahui cara
16 % gglzguarl Daerah Ceklist SPPZPT PBB- L eneliti data SPPT
Kabupaten PBB-P2 jika terjadi
Bondowoso kesalahan
Badan Mahasiswa dapat
. Pendapatan . mengetahui cara
17 25 lzgglg)uarl Daerah Ceklist SPPZPT PBB- meneliti data SPPT
Kabupaten PBB-P2 jika terjadi

Bondowoso

kesalahan



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

32

Badan Mahasiswa dapat
. Pendapatan . mengetahui cara
18 2® lgglzguarl Daerah Ceklist SPPZPT PBB- eneliti data SPPT
Kabupaten PBB-P2 jika terjadi
Bondowoso kesalahan
Badan Mahasiswa dapat
. Pendapatan : mengetahui cara
19 %7 lgglzguarl Daerah L SPP2PT PBB- eneliti data SPPT
Kabupaten PBB-P2 jika terjadi
Bondowoso kesalahan
Badan Mahasiswa dapat
. Pendapatan 1 mengetahui cara
20 28 lgggguarl Daerah &% SPPZPT PBSy meneliti data SPPT
Kabupaten PBB-P2 jika terjadi
Bondowoso kesalahan
Badan Wawancara MR asiswa dIpeh
Pendapatan dengan Bapak .
2 Maret . mengetahui tentang
21 Daerah Widodo tentang A
2020 . bagaimana pendataan
Kabupaten pendataan Pajak Paiak Reklam
Bondowoso Reklame ak Rexlame
Pefgfa;an Memeriksa Mahasiswa dapat
3 Maret P kembali berkas mengetahui tentang
22 Daerah
2020 pendataan untuk perosedur pendataan
Kabupaten . .
pajak reklame untuk pajak reklame
Bondowoso
Per]?cile(ljaarian Memeriksa Mahasiswa dapat
4 Maret P kembali berkas mengetahui tentang
23 Daerah
2020 pendataan untuk perosedur pendataan
Kabupaten . .
pajak reklame untuk pajak reklame
Bondowoso
Per]?(?:a;an Memeriksa Mahasiswa dapat
5 Maret P kembali berkas mengetahui tentang
24 Daerah
2020 pendataan untuk perosedur pendataan
Kabupaten ) /
pajak reklame untuk pajak reklame
Bondowoso
Badan .
Pendapatan  Input data BPHTB Maha51swa dapat
6 Maret o mengetahui tata cara
25 Daerah pada aplikasi ’ o
2020 input data pada aplikasi
Kabupaten SIMDA
SIMDA
Bondowoso
Badan .
Pendapatan  Input data BPHTB Mahaswwa dapat
9 Maret o mengetahui tata cara
26 Daerah pada aplikasi . o
2020 input data pada aplikasi
Kabupaten SIMDA
SIMDA
Bondowoso
27 10 Maret Badan Input data BPHTB Mahasiswa dapat
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2020 Pendapatan pada aplikasi mengetahui tata cara
Daerah SIMDA input data pada aplikasi
Kabupaten SIMDA
Bondowoso
Pell?c?ada;an Wawancara Mahasiswa dapat
78 11 Maret Daefah dengan Ibu Inike mengetahui tentang
2020 Kabupaten tentang penetapan  bagaimana penetapan
Bond (f)woso Pajak Reklame Pajak Reklame
Badan Validasi dan
Pendapatan penerbitan Surat Mahasiswa dapat
729 12 Maret Dae?ah Ketetapan Pajak =~ mengetahui bagaimana
2020 . pada aplikas perosedur penerbitan
Bond (E)woso SIMDA Pajak Surat Ketetapan Pajak
Hotel
Badan Validasi dan
Pendapatan penerbitan Surat Mahasiswa dapat
30 13 Maret Daefah Ketetapan Pajak mengetahui bagaimana
2020 Kabupaten pada aplikasi perosedur penerbitan
Bond c?woso SIMDA Pajak Air  Surat Ketetapan Pajak
Tanah
Badan Validasi dan
B danatan penerbitan Surat Mahasiswa dapat
31 16 Maret Daefah Ketetapan Pajak =~ mengetahui bagaimana
2020 Kabubaten pada aplikasi perosedur penerbitan
Bond (f)woso SIMDA Pajak Surat Ketetapan Pajak
Penarangan Jalan
Badan Validasi dan
Pendapatan penerbitan Surat Mahasiswa dapat
37 17 Maret Daelr)ah Ketetapan Pajak mengetahui bagaimana
2020 Kabupaten pada aplikasi perosedur penerbitan
Bond (fwoso SIMDA Pajak Surat Ketetapan Pajak
Reklame
Badan Validasi dan
Peana penerbitan Surat Mahasiswa dapat
33 18 Maret Daefah Ketetapan Pajak =~ mengetahui bagaimana
2020 . pada aplikasi perosedur penerbitan
Bon d(fwoso SIMDA Pajak Surat Ketetapan Pajak
Katering
Badan Validasi dan
Pendapatan penerbitan Surat Mahasiswa dapat
34 19 Maret DaeEah Ketetapan Pajak =~ mengetahui bagaimana
2020 Kabupaten pada aplikasi perosedur penerbitan
Bond (?woso SIMDA Pajak Surat Ketetapan Pajak
Restoran
35 20 Maret Badan Validasi dan Mahasiswa dapat
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2020 Pendapatan penerbitan Surat mengetahui bagaimana
Daerah Ketetapan Pajak perosedur penerbitan
Kabupaten pada aplikasi Surat Ketetapan Pajak
Bondowoso SIMDA Pajak
Hiburan
Badan Validasi dan
Pendapatan penerbitan Surat Mahasiswa dapat
23 Maret P Ketetapan Pajak mengetahui bagaimana
36 Daerah . .
2020 Kabubaten pada aplikasi perosedur penerbitan
P SIMDA Pajak Surat Ketetapan Pajak
Bondowoso
Restoran
Badan Validasi dan
penerbitan Surat Mahasiswa dapat
Pendapatan . . :
24 Maret Ketetapan Pajak =~ mengetahui bagaimana
37 Daerah o .
2020 K abupafeh pada aplikasi perosedur penerbitan
P SIMDA Pajak Surat Ketetapan Pajak
Bondowoso
Hotel
Dengan adanya
Badan Surat Edaran (SE)
25 Maret-3 P qlapatan terka} Sohilaly oo 2 Mahasiswa kembali ke
St April 2020 Daerah Covid-13 maka rumah masing-masin
P Kabupaten kegiatan magang & &
Bondowoso dianggap telah
selesai

3.1.4 Jenis dan Sumber Data

3.3.1 Jenis Data

Jenis data yang digunakan pada laporan Praktik Kerja Nyata ini yaitu

pendekatan kualitatif. Metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang

menghasilkan data deskriptif: ucapan atau tulisan dan perilaku yang bisa diamati

oleh orang-orang yang menjadi subyek yang kita teliti (Furchan, 1992:21).

3.3.2 Sumber Data

Data yang digunakan dalam Laporan Praktik Kerja Nyata adalah sebagai
berikut.
a.  Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber pertama (Widoyoko,
2017:18). Data primer yang diambil dalam Laporan Praktik Kerja Nyata ini yaitu

didapatkan dari data-data terkait dengan pembayaran tagihan pajak.
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b.  Data Sekunder
Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari data sumber kedua (Bungin,
2013:18). Sumber data yang dalam Laporan Praktik Kerja Nyata ini yaitu

didapatkan dari buku-buku tentang Teori Perpajakan dan Teori Metode Penelitian.

3.1.5 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam Laporan Praktik Kerja Nyata adalah
sebagai berikut:
a.  Observasi

Observasi adalah pengamat melakukan pengamatan kepada subjek yang
akan diteliti (Furchan, 1992:23). Dalam artian bahwa data tersebut pengumpulan
data didapatkan dari hasil pengamatan selama ditempat magang.
b.  Analisis Dokumen

Metode ini adalah sebuah metode pengumpulan data melalui menganalisis
isi dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang akan kita teliti
(Widoyoko, 2017:18). Dokumen yang kita teliti dalam kegiatan ini yaitu seperti
Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, dan lain-lain yang berhubungan tentang
Pajak Reklame.
c.  Wawancara

Metode Wawancara adalam proses memperoleh data yang ingin kita teliti
dengan cara tanya jawab oleh pewawancara dengan responden (Bungin,
2013:133). Dalam Laporan Praktik Kerja Nyata ini yang diwawancarai mengenai
pajak rekalem di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso adalah bapak
Widodo (Kasubag) dan ibu Ineke (pegawai pendataan PAD).
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BAB 5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan
Berdasarkan hasil kegiatan Praktik Kerja Nyata mengenai Prosedur

Pemungutan, Penyetoran dan Pembayaran atas Pajak Reklame di Badan

Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso dapat ditarik kesimpulan sebagai

berikut.

1.  Adanya prosedur pemungutan menggunakan SIMPADA wajib pajak lebih
mudah melakukan penyetoran dan pembayaran khususnya pada pajak
reklame. Sehingga wajib pajak tidak bingung lagi untuk membedakan jenis-
jenis pajak reklame yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Bupati dan
melengkapi data karena sudah tertera pada struktur ketetapan.

2. Wajib pajak dapat menyetorkan pajak reklame dengan mudah hanya
membawa Surat Tanda Bukti Pembayaran yang valid ke kantor Badan
Pendapatan Daerah untuk melakukan tahap selanjutnya yaitu meng input ke
SIMPADA dan melakukan pembayaran pajak reklame pada kasir di kantor
Badan Pedapatan Daerah.

3. Petugas yang berada di pelayanan khususnya Kasir akan melakukan
rekapitulasi dan penerbitan Surat Tanda Setoran yang akan di setorkan oleh
petugas ke Bank Daerah yang telah di tunjuk setelah itu Bank akan

memberikan Bukti Setoran berupa kuitansi Bukti Setor.

5.2 Saran
Menurut hasil pengamatan dari penulis selama melakukan kegiatan Laporan
Praktik Kerja Nyata ini memberikan saran kepada Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Bondowoso sebagai berikut.
1.  Wajib Pajak diharapkan lebih teliti dalam memberikan data yang akan di
input oleh petugas pendataan sebagai persyaratan untuk meneytor Pajak
Reklame dari hal tersebut dapat menimbulkan kesalahan tempat, alamat, dan

nama penyetor.
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Badan Pendapatan Daerah harus mempertahankan kinerja yang lebih efisien
bagi wajib pajak dengan pemahaman yang cukup agar wajib pajak sendiri
lebih nyaman ketika belum benar-benar faham tentang prosedur yang akan
wajib pajak lakukan dan lengkapi terutama lebih teliti untuk menginput data
wajib pajak pada SIMPADA

Badan Pendapatan Daerah dapat melakukan jadwal antara wajib pajak yang
ingin menyetor Pajak Reklame dengan petugas yang akan menyetorkan

hasil rekapitulasi Pajak Reklame ke Bank
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It

ADAN PENDAPATAN DAERAN PRAKTEK KERJA LAPANGA

lﬂBlIPMIH BONDOWESO @.; o § 5
EKA MAULANI PUTRI

Telah melaksanakan Praktek Kerja Lapa
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten I

selama 2 bulan, mulai tanggal 03 Pebruari sampai
Dengan hasil BAIK

Bondowaoso,
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http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

Digital Repository Universitas Jember

69



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

Digital Repository Universitas Jember

Lampiran 15: Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 1B Tahun 2011

70



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

Digital Repository Universitas Jember



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

Digital Repository Universitas Jember



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

Digital Repository Universitas Jember



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

Digital Repository Universitas Jember



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

Digital Repository Universitas Jember



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

Digital Repository Universitas Jember



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

Digital Repository Universitas Jember



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

Digital Repository Universitas Jember



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

Digital Repository Universitas Jember

Lampiran 16: Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 49 Tahun 2015

79



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

Digital Repository Universitas Jember



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

Digital Repository Universitas Jember



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

Digital Repository Universitas Jember



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

Digital Repository Universitas Jember



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

Digital Repository Universitas Jember



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 5
	Slide 6
	Slide 7
	Slide 8
	Slide 9
	Slide 10
	Slide 11
	Slide 12
	Slide 13
	Slide 14
	Slide 15
	Slide 16
	Slide 17
	Slide 18
	Slide 19
	Slide 20
	Slide 21
	Slide 22
	Slide 23
	Slide 24
	Slide 25
	Slide 26
	Slide 27
	Slide 28
	Slide 29
	Slide 30
	Slide 31
	Slide 32
	Slide 33
	Slide 34
	Slide 35
	Slide 36
	Slide 37
	Slide 38
	Slide 39
	Slide 40
	Slide 41
	Slide 42
	Slide 43
	Slide 44
	Slide 45
	Slide 46
	Slide 47
	Slide 48
	Slide 49
	Slide 50
	Slide 51
	Slide 52
	Slide 53
	Slide 54
	Slide 55
	Slide 56
	Slide 57
	Slide 58
	Slide 59
	Slide 60
	Slide 61
	Slide 62
	Slide 63
	Slide 64
	Slide 65
	Slide 66
	Slide 67
	Slide 68
	Slide 69
	Slide 70
	Slide 71
	Slide 72
	Slide 73
	Slide 74
	Slide 75
	Slide 76
	Slide 77
	Slide 78
	Slide 79
	Slide 80
	Slide 81
	Slide 82
	Slide 83
	Slide 84
	Slide 85
	Slide 86
	Slide 87
	Slide 88
	Slide 89
	Slide 90

